
寄//へ

〉′一〇くミ



露AR重

PENDAH ULUAN

1. 1 Latar Bela量ang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5

(1ima) dokumen perencanaan pembangunan, yaituRencana Pembangunan

Jangka Parもang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan

Rencana KeIja Satuan KeIja Perangkat Daerah・ Dengan mengacu pada

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 j肌cきo Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi PembangunanDaerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

DaerahTentang Rencana Pembangunan Jangka Par可ang Daerah danRencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta TataCara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Par互ang Daerah,Rencana Pembangunan .Jangka

Menengah Daerah, dan RencanaKe重ja Pemerintah Daerah, terminologi

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah)dide宜nisikan

Sebagai dokumen perencanaan perangkat Daerah jangka menengah yang

memuat memuat program, kegiatan’lokasi, dan kelompok sasaran yang

disertai indikatorkine宣ja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan

fungsisetiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah.F‘ungsi Renstra Perangkat Da6rah

adalah menjadi Pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam Menyusun ReI可a

Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan

RKPD.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026　secara khusus

mengacu pada Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 dengan tahapan sebagai

berikut :

1. Penyusunan rancanagn Strategis secara simultan dengan rancangan

RPD・ Meliputi orientasi Inmendagri Penyusunan SK’tim Penyusun ,

Pengumpulan data dan infomasl’ Serta Penyelarasan cascading

SaSaran dan program.

2・ Penyusunan rancangan akhir Renstra yang meliputi penyempumaan

berdasarkan RPD dan veri血kasi

3. Penetapan
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Mengenai Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi

Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun

2O22. Selain berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah,

PenyuSunan Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada Renstra,

Serta Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 -

2023・ Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang

disusun untuk me叩amm keterkaitandan konsistensi antara

PerenCanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan pengawasan , SeCara

OPeraSional Renstra perangkat daerah mer互adi pedoman perencanaan

bagi Perangkat daerah.

Adapun tahapan penyusunan Renstra dapat dilihat dalam tabel l.2

berikut.

Gambar l.2
Bagan Alまr Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
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1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Renstra Kecamatan Bar互amegara

Kab. Bar可amegara adalah sebagai be正kut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3・ Undang-Undang Nomor 17　Tahun　2003　tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor　25　Tahun　2004　tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

20O4 Nomor lO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka PaI可ang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor　26　Tahun　2007　tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun　2OO7　Nomor　68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor　41　Tahun　2009　tentangPerlindungan

Lahan Pertanian Pangan Berkelar互utan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun　2009　Nomor 149,　Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5068);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun　2Oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2014　tentang Pemerintah Daerah

Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
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Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

11・ Undang-Undang Nomor l Tahun　2022　tentang Hubungan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Peme正ntah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4’Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6757);

12・ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai

Berlakunya Undang-Undang Nomor 13　Tahun　　1950　tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi

Jawa Tengah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan

dan Kine宣ja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2006　Nomor　25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

15. Peraturan Pemerintah Nomor　26　Tahun　2008　tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

16.Peraturan Pemerintah Nomor　43　Tahun　2014　tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor　6　Tahun　2014　tentang Desa

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5717);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 18　Tahun　2016　tentang Perangkat

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun　2016　tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2O19 Nomor 187, Tambahan Kembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6402);

18・ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018　Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 1 78);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 12　Tahun　2019　tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

2O.Peraturan Pemerintah Nomor 13　Tahun　2O19　tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun　2019　Nomor　52, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6323) ;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun　2021

Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6633);

22.Peraturan Presiden Nomor　87　Tahun　2014　tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor　12　Tahun　2011　tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor　76　Tahun　2021　tentang

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor　87　Tahun　2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-　undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

23.Peraturan Presiden Nomor　79　Tahun　2019　tentang Percepatan

Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-

Grobogan, Kawasan mrwor匂O-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan

Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O19 Nomor 224);

24.Peraturan Presiden Nomor　18　Tahun　2020　tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor lO);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2OO8 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Par互ang Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
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26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun　2009-2029 (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun　2010　Nomor 16, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 1);

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2O18-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor l lO);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Ba垂amegara Nomor 3 Tahun 2OO9 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten

Banjamegara 2005-2025　sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Banjamegara Nomor l Tahun 20 12 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor　3　Tahun　2009　tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjamegara

2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten BaI互amegara Tahun　2012

Nomor 2 Seri E);

29.Peraturan Daerah Kabupaten Banjamegara Nomor ll Tahun　2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bar可amegara 20 1 1-203 1

(Lembaran Daerah Kabupaten Bar可amegara Tahun 2012 Nomor l Seri E,

Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjamegara Nomor 145);

3O. Peraturan Daerah Kabupaten Bar互amegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Ba垂amegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Daerah Kabupaten Bar互amegara Nomor 2 Tahun 20 16 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Bar互amegara Nomor Tahun　2O19　Nomor　24, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Banjamegara Nomor 286) ;

3 1. Peraturan Daerah Kabupaten Ba垂amegara Nomor 3 Tahun 20 17 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Bar可amegara Tahun　2017　Nomor　3, Tanbahan Lembaran Daerah

Kabupaten Ba可amegara Nomor 233);
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32・ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Par互ang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Ke互a Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13 12);

33. Peraturan Bupati Barjamegara Nomor　　84　Tahun　2O16　Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Ke重ja

Kecamatan BaI可amegara Kabupaten Barjamegara

34.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor　70　Tahun　2021 tentang

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah

Dengan Masa Ja_batan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2O22.

1.3 Maksud dan ↑ujuan

Renstra Keca肌ataれ　Ba7互amegam Kabupaten Banjamegara Tahun

2023-2026 disusun dengan maksud:

a. Sebagai upaya kongkrit menindaklar互uti Rencana Pembangunan

Daerah Kabupaten BaI可amegara　2023　-　2026, terlltama dalam

rangka mew巾udkan Kとca肌ataれBa7可amegam mer互adi institusi yang

bermutu untuk mewujudkan kemandirian masyarakat・

b. Mengoptimalkan peran KGca肌ataれ　Ba旬amegam dalam

melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat・

c. Meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada

pemerintah dalam rangka mewujudkan good and clean govemance.

d・ Sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk tahun 2023-2026

dalam pencapalan T巾uan, SaSaran, Strategi, kebijakan, Program

serta sebagai toIok ukur pertanggung]aWaban perangkat daerah pada

akhir tahun anggaran・

Sedangkan t可uan dari penyusunan Renstra

Kabupaten Ba可amegara Tahun 2023-2O26adalah sebagai berikut:

a. MeI可abarkan Rencana Pembangunan Daerah ke dalam rencana program

kegiatan prioritas Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang di selaraskan
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dengan sasaran dan program Rencana Pembangunan Daerah　2023 -

2026.

b. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana ke巧a tahunan Perangkat

Daerah

C. Me垂abarkan program-PrOgram Pembangunan serta rencana kegiatan

yang merupakan peI可abaran dari Rencana Strategis sesuai bidang

kewenangan dan alokasi pembiayaaan dalam kurun waktu 2023 -2026.

1.1.　Sistematika Penulisan

Sistematika Dokumen Rencana Strategis ini sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2O17 Tangga1 17

November 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Par互ang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Pembahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana KeIja Pemerintah Daerah・

Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

Bal) I Pendahuluan

Bab I memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan

T巾uan, dan Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab II memuat Tugas, Fungsiタdan Struktur Organisasi Perangkat

Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, dan KineIja Pelayanan

Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi,

sumber daya, kineIja pelayanan, Serta tantangan dan peluang

pengembangan pelayanan Kecamatan Bar互amegara Kab・

Banj amegara・

Bab IⅡPermasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab IⅡ memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi) Misi, dan

Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah, Telaahan Renstra

Kementerian/Lembaga, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu

Strategis
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Bab IⅤ Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pemyataan tujuan dan

SaSaran jangka menengah Kecamatan Bar互amegara

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pemyataan strategi dan

arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang・

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,

indikator kine重ja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VⅡ Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kineIja Perangkat Daerah

yang secara langsung menunjukkan kine互a yang akan dicapal

Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Indikator kineIja Perangkat Daerah yang mengacu pada t可uan

dan sasaran RPD.

Bab V賞IIPenutup
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BABII

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2・ 1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan BaI可amegara

2. 1. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Banjamegara

Kecamatan BaI可amegara Kab. Banjamegara dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Banjamegara Nomor 2 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Bar可amegara Tahun　2016　Nomor lO,

Tanbahan lembaran Daerah kabupaten Barjamegara Nomor 2 13)

Serta Peraturan Bupati Ba車amegara Nomor　84　Tahun　2016

tentang Kedudukan, Susuan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta

Tata Ke寄a Kecamatan,terdiri dari :

1. Camat;

2. Sekretariat, terdiri dari

a.Sub bagian Perencanaan dan keuangan; dan

b.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Seksi Tata Pemerintahan;

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

5. Seksi KesQjahteraan Rakyat;

6. Seksi Ketentraman, ketertiban Umum dan Pelayanan; dan

7. Kelurahan

Struktur Organisasi

Kecamatan Ba細jamegara Kab. Ba可amegara

GAMBAR 2. 1

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BANJARNEGARA

CAMAT ����� 

KELOMPOKJABATAN 　FUNGSIONAL ������� ������� �SEKRETARIS ��� 

KasubbagPerencanaan ���� �KasubbagUmumdan 

danKeuangan �����Kepegawalan 

KasiTataPemerintahan ���� ��KasiPemberdayaan ����� � �KasiKesejahteraan ���� �KasiKetentramandan 
MasyarakatdanDesa �������Rakyat �����KetertibanUmum 

I i ���������� 

KELURAHAN ����� 
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2・ 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Bar互amegara Kabupaten Banjamegara dibentuk

melalui Peraturan Daerah Kabupaten BaI互amegara Nomor　2

Tahun　2016　tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Barjamegara Nomor　84

Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata KeIja Kecamatan mempunyai tugas membantu

Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan,

Pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan

kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang meI互adi

kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas

Ke camatan B arもam e gara Kabupate n B ar互ame gara

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan keb竜akan di bidang tata pemerintahan,

Pemberdayaan masyarakat dan desa, kesQjahteraan rakyat,
ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;

b. Pelaksanaan koordinasi keb主jakan di bidang tata pemerintahan,

Pemberdayaan masyarakat dan desa, kesQjahteraan rakyat,
ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;

c. Melaksanakan kebijakan di bidang tata pemerintahan,

Pemberdayaan masyarakat dan desa, kes匂ahteraan rakyat,

ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;

d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan di

Pemerintahan,　Pemberdayaan masyarakat

kes句ahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban

Pelayanan serta kelurahan;

e. pemantauan, Evaluasi dan pelaporan di

pemerintahan,　Pemberdayaan masyarakat

kesQjahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban

Pelayanan serta kelurahan;

f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana

bidang tata

dan de sa,

umum dan

bidang tata

dan desa,

umum dan

dan fasilitas

Pelayanan umum;

g・ Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan; dan

h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh

plmPman, SeSuai dengan tugas dan fungsmya・

Uraian tugas dan fungsl maSing-maSing jabatan sesuai Peraturan

Bupati BaI可amegara Nomor　84 Tahun 2O16 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata KeIja Kecamatan

Ba可amegara Kabupaten BaI可amegara sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana adalah unsur pembantu Camat, ’berada

di bawah dan bertanggung 」aWab kepada Camat, Sekretariat

dipimpin oleh Sekretaris・

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melakukan perencanaan

perumusan, mengkoordinasi, Pelaksanaan, Pembinaan dan
fa.silitasi, Pemantauan, eValuasi, Pelaporan kebijakan bidang

ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, ke寄asama,

kearsIPan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan,

kehumasan, kepegawaian, Pelayanan administrasi di lingkungan
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kecamatan・ Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud,

Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a・ Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;

b・ Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program ke宣ja

di lingkungan kecamatan;

C・ Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ke tatau sah aan ,　kep egawaian ,　hukum ,　keuangan ,

kerumahtanggaan, ke巧a sama, hubungan kemasyarakatan,

arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;

d・ Pengkoordinasiaan, Pembinaan dan penataan organisasi dan

tata laksana di lingkungan kecamatan;

e. Pengkoordinasiaan dan penyusunan peraturan perundang

undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan

kecamatan ;

f. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intem

Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

g・ Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah

dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan

kecamatan ;

h・ Pemantauan, eValuasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup

tugasnya; dan

i・ Pelaksanaan tugas kedinasan lai yang diberikan oleh pimpinan

SeSuai dengan tugas dan fungsmya.

Sekretaris Kecamatan terdiri dari dan/atau membawahi :

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyal

tugas melakukan penylaPan bahan perumusan ,

Pengkoordinasian, Pelaksanaan, Pembinaan dan fasilitasi,

Pemantauan, eValuasi, dan pelaporan kebijakan bidang

PerenCanaan, eValuasi dan pelaporan program kerja serta

Pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan.

2・ Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

melakukan penylaPan bahan perumusan, Pengkoordinasian,

Pelaksanaan, Pembinaan dan fasilitasi, Pemantauan, eValuasi

dan pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum,

kerumahtanggaan ,　kerj asama,　kearsIPan ,　dokumen ,

keorganisasian dan tatalaksanaan ,　kehumasan ,　dan

kepegawaian serta pelayanan administrasi di lingkungan

kecamatan.

2. Kasi Tata Pemerintahan

Kasi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu camat

dalam melakukan perencanaan perumusan, Pengkoordinasian,

Pelaksanaan, Pembinaan dan fasilitasi, Pemantauan, eValuasi dan

Pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan

Pemerintahan di tingkat kecamatan, Pembinaan pemerintah desa
dan/atau kelurahan, Pembinaan dan pengawasan tertib

administrasi desa dan　/　atau kelurahan,　rekomendasi

Pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, Serta

Pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati
kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintah di

bidang tata pemerintahan.
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3. Kasi Pemberdayaan Masyara量at dan Desa

Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyal membantu

Camat dalam dalam melakukan perencanaan perumusan,

Pengkoordinasian,　Pelaksanaan,　Pembinaan dan fasilitasi,

Pemantauan,　eValuasi dan pelaporan keb鵡akan bidang

Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di

tingkat kecamatan,　PenyuSunan dokumen perencanaan

Pembangunan di desa atau kelurahan, eValuasi dan rekomendasi

Anggaran Pendapatan dan BelaI可a Desa, Serta Pelaksanaan

kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada Camat

untuk menangani sebagian sebagian urusan pemerintah di bidang

masyarakat dan desa.

4. Kasi Kesejahteraan Rakyat

Kasi KesQjahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat

dalam melakukan perencanaan perumusan, Pengkoordinasian,

Pelaksanaan, Pembinaan dan evaluasi, Pemantauan, eValuasi dan

Pelaporankeb主jakan bidang penyelenggaraan kegiatan pelayanan

kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan, Pembinaan dan

fasilitasi kegiatan kepemudaan,　01ahraga,　Seni,　budaya,

keaganaan, kesehatan dan pendidikan, Pengkoordinasian

Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, Serta

pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati
kepada camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di

bidang kesejahteraan rakyat.

5. Kasi Ketentraman Ketertiban Umu血dan Pelayanan

Kasi Ketentraman Ketertiban Umum dan Pelayanan mempunyal

tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan

perumusan, Pengkoordinasian, Pelaksanaan, Pembinaan dan

evaluasi, Pemantauan, eValuasi dan pelaporan kebijakan bidang

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum’PeneraPan

dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati’Pelayanan

perlJman dan non per町manSeSuai dengan kewenangan yang

dilimpahkan Bupati kepada camat, PerCePatan PenCaPalan Standar

pelayanan minimal di wilayahnya’Pembinaan dan pengawasan

terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta

pelaksanaan kewenanngan pemerintah yang dilimpahkan Bupati

epada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di

bidang ketentraman, ketertibanumum dan pelayanan・

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan

Banjamegara Kab. Bar互amegara perlu didukung oleh Sumber Daya

Manusia yang ada mulai dah tingkat eselon IⅡ sampai dengan eselon IV

serta jabatan fungsional umum・ Sumber daya yang lain adalah berupa

asset yang dikuasai Kecamatan Ba垂amegara untuk menu叩ang

OPeraSional kedinasan・

2.2. 1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Sampai dengan akhir Tahun 2022 Kecamatan Ba垂amegara Kab・

Banjamegara dengan personil berjumlah 93 0rang dengan perincian

73 orang Pegawai Negeri Sipil’dibantu 6 orang Pegawai Honorer
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(PFT) dan 15 orang Tenaga Harian Lepas (THL〉, SeCara hnci dapat

diilustrasikan pada tabel dibawah.

↑abe1 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

di Perangkat Daerah Tahun 2022

Ⅳ○ �TingkatPendidikan �Kategori ������Jumlah 
PNS ���Ⅳo皿PⅣS 

し �P �J �し �P �J �し �P �J 

1 �SD � � � � � � � � � 

1 �SMPSedera:iat �2 � �2 �6 � �6 �8 � �8 

2 �SMASeder年jat �16 �11 �27 �7 �5 �12 �23 �16 �39 

3 �D3 � �3 �3 � � � � � �3 

4 �Sl �20 �21 �41 �1 �1 �2 �21 �22 �43 

5 �S2 � � � � � � � � � 

Dari tabel diatas maka jumlah pegawai Tahun 2022 s匂umlah 14

Orang, berdasarkan tingkat pendidikan jumlah personil dengan

Pendidikan SD O orang, SLTP 8 0rang, SLTA 39 orang,D3 3 orang
SaIjana 4 l orang.

Jumlah PNS Kecamatan Ba可amegara Kab. Ba垂amegara Tahun

2O21 s匂umlah 93 orang, terdiri dari l orang GoIongan IⅤ, 57

GoIongan IⅡ, 10 GoIongan II dan O orang GoIongan I, SeCara rinci

digambarkan pada Tabe1 2.2 sebagai berikut :

Tabe賞2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Go○○ngan

di Perangkat Daerah Tahun 2022

No �Golongan �Ju血lah 
し �P �J 

1 �GoIonganI � � � 

2 �GoIonganII �10 �5 �15 

3. �GoIonganIII �27 �30 �57 

4 �GoIonganIV �1 �0 �1 

Uraian analisis kondisi pegawai tahun 202 1 mencerminkan kondisi

Kecamatan Bar可amegara dengan Sembilan Kelurahan yang

menginduk ke Kecanatan Ba垂amegara dengan Sumber Daya

Manusia yang kurang memadai・ Secara kuantitas jumlah personil

hanya 93 0rang (PNS 73 Non PNS 20 orang). Secara kualitas juga

belum menggambarkan komposisi personalia yang ideal, dimana

komposisi tenaga dengan tingkat pendidikan SD O %, SLTP IO,9%,

SLTA 53,4% D3 4,1 %dan Sa巧ana 58,9% Dari kacamata akademis

maka masih perlu peningkatan kualitas SDM guna meningkatkan

kine互a pelayanan Kecamatan Barjamegara.

2・2・2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Untuk menuruang pelaksanaan tugas dan fungsI Serta mendukung

Pelaksanaan kegiatan, Kecamatan Ba垂amegara memiliki sarana

dan prasarana sebagaimana tercantum dalam tabe1 2.3 sebagai

berikut

-14-



Tabe1 2.3

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi

di Perangkat Daerah Tahun 2022

Ⅳo �UraianSarpras �Kon �disi �Jum量ah 
Baik �Rusak � 

1. �Tanah �38 � �38 

2. �GedungKantor �19 � �19 

3. �AlatAngkutan �38 � �38 
Bermotor 

4. �AlatBengkel/Genset �1 � �1 

5. �AlatKantor&Rumah �865 �143 � 
Tgg 

6. �AlatStudio& �29 � �29 
Komuniasi 

7. �AlatLaboratorium � � � 

8. �AlatKeananan � � � 

9. �Jaringan&Instalasi � � � 

10. �Asetlainya � � � 

11. �AsetTakBerw可ud � � � 

Uraian analisis kondisi sarana dan prasarana Kecamatan

Bar互amegara Kab. Banjamegara secara kualitas sudah cukup

memadai, dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa dari seluruh

Sarana dan prasarana yang ada 85,55% merupakan asset yang baik,

Sedangkan sisanya sebesar 14,45% sarpras dengan kondisi tidak

baik atau rusak. Namun jika dilihat dari sisi kuantitas maka

SarPraS Kecamatan Bar互amegara Kab・ Ba垂amegara masih sangat

jauh dari ideal.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian KineIja Kecamatan Bar互amegara Kab・ Bar可amegara

berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode

sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator

kine互a pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator laimya seperti

MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun

tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabe1 2.4 dan Tabe1 2.5

Sebagai berikut:
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Dilihat dari Tabel diatas, Pada tahun　2020　Pada Kegiatan

Pemberdayaan Kecamatan Mengalami Penyesuaian Indikator Kin(坤a di

mana terdapat beberapa indikator KineIja yang di hilangkan antara lain :

1・ Indikator Persentase Usaha Ber担n target 19 %

2・ Indikator Persentase Desa yang memiliki BUMdesa target 75 %

3・ Indikator Persentase Rumah Tidak Layak Huni target 2 1 %

4. Indikat Persentase Kepemilikan Jamban Sehat target l l%

Adapun Indikator KineIja pada Kegiatan Pemberdayaan Kecamatan pada

Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1 ・ Jumlah Desa Tertib Administrasi Umum target 4 desa

2. Jumlah Desa Tertib Administrasi Keuangan target 4 desa

3・ Jumlah Desa Tertib Administrasi Kependudukan target 4 desa

4. Jumlah Desa Tertib Administrasi Pembangunan target 4 desa

5. Jumlah Desa Tertib Administrasi Lainnya target 4 desa

dapat disimpulkan bahwa kineIja Kecamatan Ba可amegara Kab.

Barもamegara pada Tahun 2021 relatif telah mencapai keberhasilan,

berdasarkan Realisasi Tingkat Capaian KineIja dari setiap Indikator

SeCara umum menurtiukkan Capaian Kine巧a dengan kategori baik.

Capaian KineIja sebesar l OO,% tidak terlepas dari Pelaksanaan Program/

Kegiatan secara efektif dan efesien dengan berpedoman pada Target dan

Progres yang ditetapkan dalam Rencana Ke巧a Operasional (RKO) serta

berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan Sasaran-　SaSaran Program/ Kegiatan secara umum

disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

◆　Ketersediaan SDM Aparatur Pemerintah yang loyal, disiplin serta

memiliki etos ke互a yang baik dan bertanggung]aWab;

◆　Adanya keIjasama yang baik antara aparatur sehingga

Penyelenggaraan kegiatan dapat dilaksanakan dengan hasil yang

OPtimal;

◆　Pelaksanaan pelayanan publik dilaksanakan secara efektif dan

PrOfesionalisme aparat serta didukung masyarakat Kecamatan
Ba可amegara Kabupaten Bar互amegara;

◆　Adanya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya dokumentasi

Sehingga mendukung tercapamya SaSaran meningkatnya pelayanan

kepada masyarakat;

Namun dari keberhasilan capaian kine寄a masih terdapat catatan untuk

Perbaikan antara lain Jumlah aparatur yang terbatas dan belum memenuhi

kualifikasi yang dibutuhkan sebagai pelaksanan kegiatan tertentu
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2・4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsmya dituntut upaya yang

Serius untuk terllS menyeSuaikan dengan perkembangan teknoIogi

informasi, komunikasi, globalisasi, dan kebutuhan masyarakat.

2・4. 1 Tantangan

Kecamatan Bar互amegara perlu terus menyesuaikan dengan

Perkembangan yang ada supaya tetap dibutuhkan masyarakat

Sehingga ada beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain

Sebagai berikut:

a) Kondisi geogra丘s wilayah kecamatan yang berbukit-bukit dan

tanah yang labil/ mudah bergerak mengakibatkan kerusakan

infrastruktur transportasi dan bencana alam tanah longsor

kerap kali teヰadi sehingga menghambat mobilitas ekonomi

dan sosial masyarakat.

b) Tuntutan masyarakat semakin beragam untuk mendapatkan

Pelayanan publik yang berkualitas.

C) Masih adanya aparat pemerintahan dan kelompok

masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses

PerenCanaan Pembangunan partisipasif.

2.4.2 Pe宣uang

Disamping beberapa tantangan diatas Kecanatan BaI可amegara

Juga memiliki beberapa peluang yang bisa dioptimalkan, antara

lain sebagai be正kut:

a・ Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan

berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan

dan pelaksanaan pembangunan.

b・ Adanya potensi sumberdaya alam yang melimpah, yakni

Perkebunan cengkeh, kelapa’kapulaga, kayu albasia, PmuS

yang dapat dikelola untuk peningkatan kesQjahteraan

masyarakat.

C・ Adanya dukungan koordinasi lintas sektor di wilayah

kecamatan yang mendukung tercapamya Sinkronisasi dan

integrasi kegiatan lingkup kecamatan antara lain kegiatan

Konferensi dinas/rapat koordinasi Muspika, UPr/Instansi

dan Kepala Desa secara rutin di tingkat Kecamatan.
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BABI量量

PERMASALAHAN DAN ISU・量SU STRATEG量S PERANGKAT DAERAH

3・1　Ident脆kasi Per血asalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang

dihadapi diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan

Pemerintahan menuJu gOOd govemance and clean govemment sehingga
berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Dalam mer互alankan tugas pokok dan fungsmya, Kecamatan

Banjamegara menghadapi beberapa permasalahan karena danpaknya

yang signi宜kan bagi OPD dimasa datang yang dirinci sesuai bidang

tugas/ Seksi yang ada sebagai berikut:

a. Sekretariat

l) Terbatasnya personil yang menguasai dan memahami

PerenCanaan

2) Kurangnya koordinasi antar seksi dalam penyusunan kegiatan

dan penganggaran

3) Pemahaman terhadap Tupoksi masih kurang

4) Kura雪nya etos keIja dalam mer可alankan tugas pokok dan

宣山ngs1

5) Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur yang ada di

Ke c amatan

b. Seksi Tata Pemerintahan

l) Masih rendahnya pemahaman tupoksi perangkat desa

2) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat kaitannya dengan

Penyelenggaraan PATEN di kecamatan
3) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen

ke pe n dudukan

4) Terbatasnya sumber daya aparatur desa

5〉　Kurangnya tertib administrasi desa

6) Belum Optimalnya pemenuhan pembayaran PBB tepat waktu

C. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

l) Rendahnya partisipasi masyarakat, keterwakilan perempuan

dan apatisme dalam mengikuti Musrenbang desa

2) Isu yang diangkat dalam Musrenbang masih didominasi

kegiatan infrastuktur dan belum mengarah pada permasalahan

ekonomi’SOSial’dan budaya serta pemberdayaan masyarakat

3) Rendahnya kapasitas aparatur perangkat desa dalam tata kelola

regulasi desa dan pertanggung〕aWaban serta pelaporan

Pembangunan desa
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4) Persepsi yang salah mengenai fungsi kecamatan pasca

berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

5〉　Belum maksimalnya implementasi transparansi pengelolaan

keuangan dan kegiatan di desa bagi masyarakat

d. Seksi Kes句ahteraan Rakyat

l) Kurangnya koordinasi dan respon OPD dalam pelaksanaan

Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

2) Masih belum sesuainya data penduduk miskin (by name, by

address) dengan keadaan sebenamya sehingga sering teヰadi

tidak tepat sasaran

3) Tanggung jawab percepatan pencapaian SPM yang utama

berada pada OPD terkait, Kecamatan sebagai pendukung belum

diberikan kewenangan untuk melaksanakan percepatan

PenCaPaian SPM
4) Masih rendahnya keterlibatan Kecamatan dalam penetapan

kelompok sasaran penyelenggaraan SPM

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

l) Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan

2) Rendahnya kesadaran hukum dalam menaati peraturan

Perundang-undangan yang berlaku

3) Kurangnya pemahaman aparat desa/kelurahan dan masyarakat

tentang prosedur persyaratan pelayanan

4) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan

Siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur pemerintah desa

dalam menumbuh kembangkan Linmas

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Kabupaten BaI可amegara Tahun　2023-2026

adalah :

竺Bα中心rれ?gαれα舶ゆI BcrbαSis Pe競αn亀αn,,

(Peningkatan martabat masyarakat Ba可amegara melalui

Pemenuhan hak asasi manusia dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Banjamegara secara adil dan merata)

Untuk mer互alankan visi tersebut 《壇abarkan melalui misi- misi :

1. Mewujudkan masyarakat madani yang agamis,dengan menciptakan

masyarakat bar可amegara yang berkualitas, Sehat,Cerdas, PrOduktif,

kompetitif,kreatif, inovatif dan berakhlak mulia,Serta menghargai dan

menerapkan nilai - nilai luhur agama dan budaya masyarakat・

2.Mew可udkan perekonomian rakyat yang. maju dengan

mengembangkan serta memperkuat perekonomlan daerah melalui

SeCtOr Pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa

me叩aga kelestarian sumber daya alam dan lingkungandalam
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Pengelolaanya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung

PerCePataniklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan

kehidupan masyarakat yang s句ahtera, aman dan damai.

3・ Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik・ ( good goYemment )

dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung JaWab・ ;

4. Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasaran dasar

Berdasarkan Perturan Bupati Bar互amegara Nomor 84 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organiasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Kecamatan Bar互amegara Kabupaten Barjamegara, yang

mempunyai tugas membantu Bupati dalam Mengkoordinasikan

Penyelenggaraan pemerintah’Pelayanan publik’　Pemberdayaan

masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati

untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang mer互adi

kewenangan daerah.

Dari tugas dan fungsi tersebut maka Kecamatan BaI可amegara

Kab・ Bar可amegara mendukung Misi ke 3 (tiga) yaitu Mew可udkan

tatakelola pemerintahan yang baik ( good govem竺ent ) dalam

kehidupan berpolitik yang demokratis dan bertanggung JaWab

Beberapa faktor pendorong pencapalan Visi tersebut antara lain :

1. Adanya regulasi (Perda dan Perbup) sebagai payung hukum untuk

menyelenggarakan tugas dan fungsi dinas;

2. Tersedianya Sumber Daya Manusla;

3・ Tersedianya sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan

Pelayanan publik;

4. Potensi animo masyarakat terhadap upaya meningkatnya

transparansi layanan publik;

5. Koordinasi dan hubungan keIja yang baik antar plmPman dan

Pelaksana.
Selain faktor pendorong pencapalan Visi misi Bupati dan Wakil Bupati

Ba垂amegara Masa Bhakti Tahun 2023-2O26, terdapat pula faktor

Penghambat, atara lain :

a・ Masih kurangnya jumlah aparatur Kecamatan yang memiliki

kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung

OPtimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

b・ Belum optimalnya etos keIja, budaya keIja dan disiplin kerja

PegaWai

C・ Masih kurangnya dukungan data/ informasi/ peraturan yang valid,

akurat dan terintegrasI Sebagai pedoman dalam pemberian

Pelayanan kepada masyarakat.

d・ Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana

untuk menu刊ang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di

Wilayah kecamatan.
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Tabe1 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pe宣ayanan Perangkat Daerah

Te血adap Pencapaian Visi● Misi dan Program Kepala Daerah dan Wa駈1

Kepala Daerah

Ⅳ○ �Tujuandan �Permasalahan �Fa量tor 
SasaranRPJMD �PelayananOPD �Pengha皿bat �Pendorong 

T巾uan �1.Belum �1Masih �1.Peraturan 

1.Meningkatkan �dilaksanakan �kurangnya �Bupa缶 

Efektifitas　dan �nyastandar �jumlah �Nomor　　　84 

Transparansi �Pelayanan �aparatur �Tahun　2016 

LayananPublik �StandartISO; �kecamatanyang �Tentang 

2.Meningkatkan �2.Masih �memiliki �Kedudukan, 

Kine巧a �rendahnya �kapasitasdan �Susunan 

Penyelenggaraa �kualitas �kompetensi �OrganlSaSl, 

nPemerintahan �PenylmPanan �yangmemadai �Tugas　　dan 

Daerah. �arsip �dalamrangka �Fungsisert 

berkaitan �mendukung �Tata　　KeIj 

Sasaran �dengan �OPtimalisasi �Kecamatan, Pelayanan �Pelayanan �Sebagaidasa 

1.Meningkatnya �Publik; �kepada �Pelaksanaan 

Efekti丘tasdan �3・Pemberdayaan �masyarakat; �tugas 

Transparansi �aparaturyang �2.Belum �Pelayanan 

Layanan �masihbelum �OPtimalnya �kepada 

Publik　untuk �OPtimal; �etos　　keIja, �masyarakat; 

uruSan �4.Terbatasan �budaya　ke巧a �2.Hubungan 

kewilayahan 2・Meningkatnya �SDMyang �dan　disiplin �keヰa　dan 

menguasaiIT, �ke重japegawal; �koordinasi 

keterbatasan �3.Masih �yang　baik 

KineIja �Sarana �kurangnya �antar 

Penyelenggaraan �Pendukung �dukungan �PlmPlnan, 

Pemerintahan ��data/informa �PQjabatdan 

Daerah　　untuk ��Siperaturan �Staf 

uruSan ��yang　valid, �Sehingga 

kewilayahan ��akurat　dan �tercipta 

tehnteraksi �SuaSana 

Sebagai �ke車a　yang 

Pedoman �kondusif 
dalam �dan 

memberikan Pelayanan kepada masyarakat; 4.Masih �nyaman. 
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a .

/‾‾へ　　　　　3・3　Penentuan Isu-isu Strategis

Selama kurun waktu　4 (empat) tahun kedepan, Kecamatan

Bar可amegara dituntut lebih responsif dan inovatif dalam menghadapi

Perubahan-Perubahan・ Arah pelaksanaan pembangunan merjadi lebih

tepat sasaran dengan memperhatikan isu-isu strategis yang te重jadi di

masyarakat・ Untuk itu perlua diantisipasi dengan perencanaan yang

matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan

Pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan

kemudian dilakukan penentuan isu-isu stretegis dengan penilaian

(SCOring) dari kriteria-kriteria permasalahan yang memliki pengaruh

Signifikan terhadap pencapalan SaSaran Renstra dan pelayanan pubik,

dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

1・ Belum Optimalnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non

Usaha , Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
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2・ Belum Optimalnya pemahaman dan kesadaran dalam meningkatkan

Kualitan Pelayanan Publik.

3・ Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam rangka menunJang Tugas

dan fungsi kecamatan sebagai unit ke宣ja perekam data administrasi

kependudukan yang secara langsung melayani masyarakat, dan tugas -

tugas lain terkait dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan.

4. Keterbatasan Kemampuan aparatur kelurahan dan perangkat desa dalam

PenatauSahaan keuangan terkait dengan implementasi DAU Tambahan

Kelurahan, Dana Desa dan AIokasi Dana Desa;

5. Belum Optimalnya kesadaran aparatur pemerintah Desa dalam

mengeIjakan buku-buku Administrasi Desa.

6. Belum Optimalnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam

merencanakan pembangunan di kelurahan dan desa masing-maSing・

7・ Belum Optimalnya kesadaran aparatur pemerintahan desa dalam

melakukan implementasi (tidak sesuai dengan juknis) progran-PrOgram

Peningkatan kes匂ahteraan masyarakat (Penanggulangan kemiskinan,

kesehatan, Pendidikan, SOSial budaya, dan keagamaan)
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BABⅣ

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Banjamegara pada

kurun waktu　4 (Empat) tahun kedepan disusun dengan

memperhatikan isu-isu strategis yang kemudian diterjemahkan

kedalam tujuan dan sasaran-SaSaran yang lebih terukur, SPeSifik dan

rasional. Perumusan t可uan dan sasaran memperhatikan indkator-

indikator kineIja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan

yang diuraikan sebagai berikut

4.1　Tujuan kecamatan Ba互amegara tahun 2023-2026 adalah sebagai

berikut :

1. Meningkatkan Efektitas Transparasi Layanan Publik

2・ Meningkatkan Efekti帥as Transparansi Layanan Umum untuk

urusan kewilayahan

4.2　Sasaran Kecamatan Bar互amegara Tahun 2O17-2022　adalah sebagai

berikut :

1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah.

2. Meningkatnya KineIja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah untuk

urusan kewilayahan

Pemyataan sasaran jangka menengah Kecamatan Banjamegara Kab.

BaI可amegara beserta indikator kinerjanya dis勾ikan dalam Tabe1 4. 1

Sebagaimana berikut ini.

Tabe14.1

T巾uan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

↑ahun 2023-2026

Ⅳo. �T巾uan �Sasa重a血 �Indikator Sasa重an �Satu a皿 �Kondisi ��TargetKine寄a ���Target A量hir Renstra Awal ��Sasa重an 

2022 �2023 �2024 �2025 �2026 � 

1. �1. Mingkat kan Efektita S danTran SParaSi Layanan Publik �1.Mingk atnya Efektita S danTra nSParaS 1 Layana nPublik untuk �NilaiSKM �nilai �83,2 �83,3 �83,4 �83,5 �83,6 � 
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No. �T巾uan �Sasa重a種 �賞ndikato重 Sasa重an �Satu an �Ko皿 �disi �Ta重 �getKin �e巾a 血 �↑arget Akhir Renstra A �Wa重 ��Sasa重a 

2022 �2023 �2024 �2025 �2026 � 

uruSan kewilay ahan � � � � � � � � 

1. Meningk an Kine寄a Penyelen ggaraan Pemerint ahan Daerah �2. Meningk a血ya KineIja Penyelen ggaraan Pemerint ahan Daerah untuk umS紬 kewilaya han �NilaiSAKIP �Angk a �B �CC �CC �CC �B � 
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BARV

STRATEG重DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mew巾udkan visi, misi, tujuan dan sasaran maka strategi yang

akan dilaksanakan oleh Kecamatan BaI可amegara Kab. Banjamegara

dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banjamegara

Tahun 2O23-2026 adalah sebagai berikut :

5.1　Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapalan SaSaran

adalah sebagai berikut:

1 ・ Meningkatkan dukungan terhadap Program Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2. Meningkatkan dukungan terhadap Program Pembinaan dan

Pengawasan Pemerintahan Daerah

3・ Meningkatkan dukungan terhadap Program Prur互ang Urusan

Pemerintahan Kabupaten / Kota;

4. Meningkatkan dukungan terhadap Program Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan Kelurahan;

5. Meningkatkan dukungan terhadap Program Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan Umum.

5.2　Keb章akan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi

adalah sebagai berikut

l ・ Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan

yang di Limpahkan Kepada Camat
2・ Meningkatkan Kualitas Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Umum

3. Meningkatkan Kualitas Fasilitasi, Rekomendasi dan

Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

4. Meningkatkan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah

5. Meningkatkan Kualitas Penyediaan Jasa Urusan Penu叫ang

Pemerintahan Daerah

6. Meningkatkan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah

PenunJang Urusan Daerah

7・ Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah

PenunJang Urusan Daerah

8. Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Kelurahan

9. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan urusan

Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala
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Daerah

12・ Meningkatkan Kualitas Perencanaan , Penganggaran dan

Evaluasi Kineria Perangkat Daerah.

Tabel Perangkat ・Daerah tercantum pada Tabe1 4.2

Tabe1 4.2

Tujuan, Sasaran, St重ategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah

T種血un 2023-2026

T巾ua虹 �Sasa重a虹 �Strategi �Keb鵡a露an � 

1.Meningkatk �1.Mingkatnya �1.Meningkatk �1.Meningkatk � 

anEfektifitas �Efektitas �an �anKualitas 

dan �danTranspara �dukungan �Pelaksanaa 

Transparansi �SiLayanan �terhadap �nUrusan 

Layanan �Publikuntuk �Program �Pemerintah 

Publik �uruSan �Penyelengg �anyangdi 

kewilayahan �araan �Limpahkan 

Pemerintah �Kepada 

an　　　dan �Camat 

Pelayanan �2・Meningkatka 

Publik �nKualitas 

2.Meningkatk �Pelaksanaa 

a皿l �nUrusan 

dukungan �Pemerintah 

terhadap �anyangdi 

Program �Limpahkan 

Pembinaan �Kepada 

dan Pengawasa n �Camat 3.Meningkatka 

Pemerintah �nKualitas 

anDaerah �Koordinasi 

3.Meningkatk �Pemeliharaa 

an �nSaranadan 

dukungan �Prasarana 

terhadap �Pelayanan 

Program �Umum 

Pru由mg �4.Meningkatka 

Umsan �nKualitas 

Pemerintah �Fasilitasi, 

an �Rekomendasi 

Kabupaten �dan 

/Kota; �Koordinasi 
4.Meningkatk �Pembinaan 

an �dan 
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T巾ua調 �Sasaran �Strategi �Keb鵡akan � 

Kabupaten �dan � 

/Kota; �Koordinasi 
4.Meningkatk �Pembinaan 

an �dan 

dukungan �Pengawasan 

terhadap �Pemerintaha 

Program �nDesa 

Pemberday �5.Meningkatka 

aan �nKualitas 

Masyaraka �Administrasi 

t　Desa　dan �Umum 

Kelurahan; �Perangkat 

5・Meningkatk �Daerah 

an �6.Meningkatka 

dukungan �nKualitas 

terhadap �Penyediaan 

Program �JasAa 

Penyelengg �Urusan 

araan �Penu叫ang 

Urusan �Pemerintaha 

Pemerintah �nDaerah 

an �7・Meningkatka 

Umum. �nKualitas Pemeliharaa nBarang MilikDaerah Penuruang Urusan Daerah 8Meningkatkan Kualitas Pengadaan BarangMilik Daerah Penu叩ang Urusan Daerah 9Meningkatkan Kualitas Pemberdayaa nKelurahan 1OMeningkatka nKualitas Penyelenggar aanUrusan Pemerintaha 
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T咄ua血 �Sasaran �Strategi �Keb鵡a量an � 

Daerah SeSual ketentuan 11Meningkatka nKualitas Administrasi KeuanganPer angkat Daerah 12.Meningkatk anKualitas Perencanaan ) Penganggara ndan Evaluasi Kine巧a Perangkat Daerah. � 

.Meningkatka �1. �1.Meningkatk �1.Meningkatka � 

nKineIja �Meningkatnya �a山置 �nKualitas 

Penyelengga �Kine車a �dukungan �Administrasi 

raan �Penyelenggaraa �terhadap �KeuanganPera 

Pemerintah �n Pemerintahan Daerahuntuk uruSan kewilayahan �Program �ngkatDaerah 

anDaerah ��PruI可ang �2.Meningkatka 

Urusan �nKualitas 

Pemerintah �Perencanaan, 

an �Penganggaran 

Kabupaten �danEvaluasi 

/Kota; �Kine宣ja Perangkat Daerah. 
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BABVI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PEN DANAAN

Program adalah instrumen keb章akan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD sebagai w可ud pengimplementasian

Strategi dan keb$akan yang ditetapkan・ Mer巾uk pada Visi misi Bupati

BaIljamegara Tahun 2023-2026 serta Program Unggulan, telah dipetakan

dalam 8 (delapan) program priorotas antara lain infrastruktur, Pendidikan,

kesehatan, Pemerintahan, Pertanian, Pariwisata, Perekonomiandan sosial.

Kecamatan Banjamegara Kab. Banjamegara berdasarkan Peraturan

Kemetrian Dalam Negeri ( Permendagri ) Nomor 9O Tahun 2019 tentang

Klas亜kasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah, dalam melaksanakan Tugas dan fungsmya melalui

PrOgram-PrOgram Pembangunan, dengan pengelompokan sebagai berikut:

I. Program Penurjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota,

dengan 5 (lima) kegiatan dan 14 ( empat belas ) Sub Kegiatan yakni :

1.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kine車a Perangkat

Daerah

a・ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b・ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian KineIja dan Ihtisar

Realisasi KineIja SKPD

2 ・Kegiatan Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjang ASN

b・ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan

SKPD

C. Pelaksanaan Penatausahaan dan Laporan Keuangan Bulanan/

Tribulanan/ Semesteran SKPD

3 ・Kegiatan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

4.Kegiatan Jasa Penu叩ang Urusan Pemerintahan Daerah

a・ Penyediaan Jasa Komunikasi ’Sumber Daya Air dan Listrik

b・ Penyediaan Jasa Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

C. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penu叩ang Urusan

Pemerintahan Daerah

a・ Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan

b. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya
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C. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

dan Bangunan Lainnya

d・ Pemeliharaan / Rehabilitasi Saran dan Prasarana Pendukung

Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penu叫ang Urusan

Pemerintahan Daerah

a・ Pengadaan Sarana dan Prasaran Gedung Kantor/Bangunan

Lainnya

b・ Terpeliharanya / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung

Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik,

dengan 2 (dua) kegiatan dan 4 ( empat ) Sub Kegiatan yakni :

1. Pelaksanaan Urusana Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada camat

a・ Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan

Perizinan Non Usaha

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan

Nonperizinan

C. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan

Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

2・ Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Pelayanan Umum

a Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi

Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pelayanan Umum

III・ Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan l

(satu) kegiatan dan 7 ( t巾uh ) Sub Kegiatan yakni :

1.Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

a・ Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah

Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

b・ Pembangunan Sarana dan Prasana Kelurahan

C・ Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

d. Evaluasi Kelurahan

e. Penanganan covid 19 di tingkat Desa dan Kelurahan

f. pembinaangan Penanganan covid 19 di tingkat desa dan Kelurahan

g・ Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Pembinaangan covid 19 di tingkat

desa dan Kelurahan

IV. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum’dengan l

(satu) kegiatan dan l ( satu ) Sub Kegiatan yakni :

37



1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai

Penugasan Kepala Daerah

a. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

V・ Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan l

(Satu) kegiatan dan 8 ( delapan ) Sub Kegiatan yakni :
1.Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan

Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

C. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa

d. Fasilitasi Sinkronisasi Perencnaan Pembangunan Daerah dan

Pembangunan Desa

e. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

f. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksnaan Pemberdayaan

Masyarakat Desa

g・ Koordinasi Pendampmgan Aset Desa

h. Fasilitasi , Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator KineIja, Kelompok

Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah tercantum pada Tabe1

5.1.
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Bab VII

KINERJA PENYELENGGARAAN B重DANG URUSAN

Indikator kineIja adalah ukuran keberhasilan yang dicapal Pada

Setiap unit keIja・ Indikator kin(巧a atau indikator keberhasilan untuk setiap

JenlS Pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh

unit organlSaSI Perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kab. BaI可amegara. Penetapan standar

Pelayanan merupakan cara untuk me叫amm dan meningkatkan

akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kine重ja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang

menggambarkan tingkat pencapalan Suatu SaSaran atau t巾uan yang telah

ditetapkan. Indikator kine重ja harus merupakan sesuatau yang akan

dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau

melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex eれte), tahap

Pelaksanaan (Oれ　gOiれg), mauPun tahap setelah kegiatan selesai dan

berfungsi (ex: pOSり

Sistem akuntabilitas kineIja instansi pemerintah merupakan suatu

instrumen pertanggungJaWaban yang terdiri dari berbagai indikator dan

mekanisme kegiatan pengukuran,Penilaian dan pelaporan kineIja secara

menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam

mempertanggungJaWabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas,

f11ngSi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas

kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kineIja dan

menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul

karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan

Sektor bisnis, terutama menyangkut output, OutCOme dan t可uan utama

entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa JaSa Pelayanan

Publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator KineIja Kecamatan Barjamegara Kab. Bar互amegara yang

mengacu pada tujuan dan sasaran RRJMD Kab. Banjamegara Tahun 2023-

2026 adalah indikator kineIja yang secara langsung menur互ukkan kine寄a

yang akan dicapai Kecamatan Bar可amegara Kab. BaIjamegara dalam 4

(Empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian
t可uan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bar互amegara. Indikator kineヰa ini

Juga berhubungan dengan arah kebijakan dan keb$akan umum dalam

RPJ’MD Kabupaten BaIjamegara Tahun　2023-2O26　yang diamanatkan

SeCara khusus kepada Kecamatan Banjamegara Kab. Bar互amegara.

Tabel dibawah ini akan menyajikan indikator kine重ja yang mengacu pada

t巾uan dan sasaran RPJMD.
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Tabe賞6.1

量ndikator Kinerja Keca血atan Banjarnegara Kab. Banjamegara yang

Mengacu pada T巾uan da血Sasaran RPJMD Tahun 2023-2O26

N �Indikator �Satu an �Kondisi Awal ��TargetCapaianSetiapTahun �����Target Akhir RPJMD 

2021 �2022 �2023 �2024 �2025 �2026 � 

1 �NilaiIKM �nila 1 �83,65 �83,2 �83,3 �83,4 �83,5 �83,6 � �83,6 

2 �NilaiSAKIP �% �CC �B �CC �CC �CC �B � �B 

Tabe1 6.2

霊ndikator Kine寄a Kecamatan Banjamegara Kab. Ba可amegara yang

Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2023-2O26

NO �Indikator Kegiatan �Satu an �Kondisi Awal ��TargetCapaianSetiapTahun �����Target Akhir RRJMD 

2022 �2023 �2024 �2025 �2026 � 

1. �Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintaha nyang Dilimpahkan kepada Camatyang terlaksana �nila 1 � �83,2 �83,3 �83,4 �83,5 �83,6 � �83,6 

2 �Persentase Terselenggar 紬ya Koordinasi Pemeliharaa_n Saranadan Prasana Pelayanan Umum � � �100 �100 �100 �100 �100 � � 
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3 �Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintaha nyang Dilimpahkan kepada Camatyang terlaksana � � �100 �100 �100 �100 �100 � � 

4 �Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha nDesayang terlaksana � � �100 �100 �100 �100 �100 � � 

5 �Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah � � �100 �100 �100 �100 �100 � � 

6 �Persentase Penyediaan Jasa Penungang Urusan Pemerintaha nDaerah � � �100 �100 �100 �100 �100 � � 

7 �Persentase Pemeliharaan BarangM出血 Daerah Penu調ang Urusan Daaerah �% � �100 �100 �100 �100 �100 � � 
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8 �Prosentase Pengadaan BarangM出血 Daerah Penungang ur11San Pemerintah Daerahyang tersedia � � �100 �100 �100 �100 �100 � � 

9 �Persentase Pemberdayaa nMasyarakat Desadan Kelurahan � � �100 �100 �100 �100 �100 � � 

10 �Persentase Penyelenggar aan Pemerintah SeSual Pelaksanaan tugasKepala Daerah � � �100 �100 �100 �100 �100 � � 

11 �Persentase Administras iKeuangan Perangkat Daerah � � �100 �100 �100 �100 �100 � � 

12 �Persentase Perencanaa n Penganggar andan EvaluasiKin e宣ja Perangkat Daerah yang disusun � � �100 �100 �100 �100 �100 � � 
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BAB V賞I重

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan BaI可amegarチ. Kab・

Bar互amegara Tahun 2023 - 2026 yang berisi permasalahan, VISl, mlSl,

tujuan dan sasaran, Strategi dan kebijakan, Serta PrOgram dan kegiatan

merupakan pedoman Kecamatan Bar可amegara Kab. Ba垂amegara dalam

menyusun Rencana Ke巧a guna penyelenggaraan kegiatan di lingkup

Kecamatan Bar可amegara selama kurun waktu 4　tahun ke depan. Bila

nantinya diperlukan perubahan atau penyesuaian, dapat dilakukan reviu

SeSuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Guna

PenyuSunan Rencana Ke巧a Kecamatan Bar互amegara Kab. Bar互amegara TA

2023, Selama masa transisi saat Rencana Strategis Kecamatan

Barjamegara Kab・ BaI可amegara 2023-2026　sedang dalam penyusunan,

maka Rencana Strategis Kecamatan Ba可amegara Kab. Barjamegara Tahun

2017-2022 ini dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman. Masa berlaku

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Bar互ame写ara

Tahun　2023-2026　adalah selama Empat tahun. Untuk me叩aga

kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen

PerenCanaan Pada masa transISl, maka Renstra Tahun 2O17-2023 dapat

digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rer互a Perangkat Daerah

tahun　2022, dengan tetap berpedoman pada RPIJPD Kabupaten

BaI可amegara Tahun 20O5 - 2025.

Pada akhimya, keberhasilan penyelenggaraan tugas di lingkungan

Kecamatan bar互amegara diharapkan dapat mendukung tercapamya Visi

Bupati Bar可amegara　2023　-　2026　αBα呼megαれα　MゆI BelbαSis

PerCαれねが, dan misi Pemerintah Kabupaten BaITjamegara　2O23-2O26

khususnya misi ketiga “Mewujudkan tata kelola pemerintahah yang baik

( good govFrmend ) dalam kehidupan politik yang demokratis dan
bertanggung J aWab".

Kami menyadari dalam menyusun Rencana Strategis ini masih jauh

dari sempuma, untuk itu saran, maSukan dan kritikan yang membangun

dari semua pihak senantiasa kami harapkan guna tersusunnya dokumen

yang lebih baik pada masa mendatang.

Banjamegara,　Mei 2022

承MAT BANJARNEGARA
=　¥、 /

旦聖霊藷㍗ S・ S。s
NIP:′÷蟻霞住工②5 199803 1 006
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